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Umum

Kenyataan yang menonjol selama pemerintahan Orde Baru (ORBA) antaradain adalah Pancasila
dan UUD 1945 hanya dijadikan alat untuk memperkokah.dan mempertahankan kekuasaan pemerintah
yang berkuasa dan kironinya melalui pendekatan yang legalistik dan sentralistik. Secara materiil
banyak diantara pendekatan tersebut yangftidak sejalan dengannilai-nilai yang diamanatkan Pancasila
dan UUD 1945 yang menjunjung tinggl kedaulatan rakyat.dan'nilai-nilai demokrasi. Penerapan
pendekatan-pendekatan tersebut banyak membuka peluang bagi suburnya praktik-praktik Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat merugikan masyarakat banyak. Keadaan inilah yang
menyebabkan pemerintahan ORBA yang berkuasa selama £ 32 tahun dinilai tidak bersih dan penuh
dengan praktik-praktik KKN, bahkan dinilai sebagai penyebab utama terjadinya krisis‘moneter, krisis
ekonomi dan krisis politik berkepanjangan.yang melanda Indonesia. Krisis yang bersifat multi di-
mensional tersebut menyebabkan. kondisi-kehidupan ekonomi, sosial dan palitik Indonesia sangat
lemah dan hasil pembangunan nasional.oleh pemetintahan ORBA selama + 32 tahun, tidak mampu
mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanaitkan.oleh Pembukaan UUD 1945.
tragis dari krisis muilti

D dimensional tersebut

Dampak yang paling - aspek kehidupan nasional, Indonesia.

diperlukan upaya-upaya-pem-

benahan« terhadap sistem ldentifikasi Permasalahan )

adalah krisis kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah
sebagai-penyelenggara-negara
termasuk manajemennya.
Kegagalan manajemen peme-
rintahan selama ini telah
mengakibatkan rentannya-
tingkat Ketahanan Nasional
bangsa Indonesia di segala
aspek kehidupan nasional.

Untuk memulihkan dan
meningkatkan kualitas Ke-
tahanan Nasional di segenap

manajemen pemerintahan,
yang. diharapkan dapat _me-
wujudkankepemerintahanyang
baik (good governance) yang
mampu memulihkan keper-
cayaan rakyat, menghindarkan
KKN serta tidak memberi
kesempatan bagi berkem-
bangnya praktik-praktik KKN
yang terbukti telah merugikan
kepentingan masyarakat ba-
nyak di seluruh tatanan
kehidupan nasional bangsa

KKN.

Eaktor-faktor- Penyebab
Terjadinya KKN.

Kelemahan Individu.

Ditinjau dari segi individu
pelaku KKN, penyebab se-
seorang melakukan KKN
dapat berupa dorongan dari
dalam dirinya, yaitu keinginan,
niat, atau kesadarannya untuk
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melakukan'KKN, antara lain:
sifat tamak; kurang bermoral;
penghasilan kurang mencu-
kupi kebutuhan hidup’ yang
wajar; kebutuhan hidup 'yang
mendesak; gaya hidup kon-
sumtif; “‘malas tetapi ingin
cepat mendapat hasil dan
ajaran-ajaran agama yang
dianut kurang diterapkan
secara benar.

Kelemahan Organisasi.

Dalam hal ini organisasi
adalah organisasi dalam arti
yang luas, termasuk sistem
pengorganisasian lingkungan
masyarakat. Suatu organisasi,

dalam-praktiknya-dapat-ber—

potensi atau memberi peluang
atau kesempatan bagi terjadi-
nya KKN, dan sebaliknya suatu
organisasi dapat memperkecil
peluang bagi seseorang untuk
melakukan KKN. Beberapa
unsur dalam organisasi yang
dapat memberi peluang ter-
jadinya KKN adalah kurang-
nya keteladanan pimpinan;

lemahnya-budaya organisasi;
sistem -akuntabilitas yang
belum' berjalan. sebagaimana
mestinya; lemahnya sistem
pengendalian ‘manajemen;
dan manajemen organisasi
yang cenderung menutup
kasus KKN di lingkungan.

Kelemahan Masyarakat

Kelemahan masyarakat yang
dimaksud adalah suatu kondisi
sehari-hari dalam masyarakat
yang sudah terbiasa dengan
isu KKN. Kelemahan-
kelemahan tesebut diantara-
nya: nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat kondusif bagi

berkembangnya—HKKN;—ma=—

syarakat kurang menyadari
dampak KKN yang merugikan
masyarakat sendiri; mas-
yarakat dapat terlibat dalam
praktik KKN; partisipasi mas-
yarakat dalam memberantas
KKN belum optimal; generasi
muda Indonesia sejak dini
sudah terlibat praktik KKN dan
penyalah artian budaya ber-
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di masyarakat.

Kelemahan Per_:
aturan Perundang
undangan.

KKN mudah ber
kembang karen:
adanya kelemahal
di dalam peratural
perundang
undangan, yan
mencakup
a) adanya peratural
perundang
undangan yant
monopolistik (hany:
menguntungkal
kerabat dal
konco-konco rezim vyan:
berkuasa), b) kualitas per
aturan perundang-undangal
kurang memadai, c) peratural
kurang disosialisasikan, d
sanksi yang terlalu ringan
dan e) penerapan sanksi bel
sifat diskriminatif dan tida
konsisten, serta f) kelemahal
dalam evaluasi dan revisi per
aturan perundang-undangar

Penyebab Gagalnya Pem
berantasan KKN

Faktor-faktor utama penye
bab kegagalan penang
gulangan dan pemberan

tasan-KKN—antara tainadatat

sebagai berikut :

Kelemahan Suprastrukiu
Politik Nasional Selam.
ORBA

Susunan tata negara Republi
Indonesiatelah diatur di dalar
UUD 1945, dimana terdaps
MPR dan 5 (lima) lembag:



tinggi negara lainnya. Masing-
masing lembaga memiliki hak
yang dijamin oleh UUD 1945,
Akan tetapi, apa yang diatur
dalam UUD 1945 belum bisa
berjalan sebagaimana mestinya
pada masa ORBA karena
kekua-saan sangat terpusat di benturan-benturan dengan
tangan Presiden dan tidak ada kerabat dan konco-konco
lembaga negara lain yang Presiden dan c¢) Memberi
cukup, efektif untuk mengon- persepsi keteladanan yang
trol kekuasaan Presiden. keliru kepada para pejabat

dominan dalam segala bidang
terbukti sangat menghambat
pemberantasan KKN dengan
alasan: a) Presiden H.M.
Soeharto tidak sungguh-
sungguh mendukung pem-
berantasan korupsi; b) Adanya

Presiden H.M. Soeharto tinggi pemerintahan di Pusat
selama + 32 tahun diakui ..dan Daerah:

sangat pandai mengatur

strategi sehingga berhasil Strategi Pemberantasan
memusatkan kekuasaan  KKN Kurang Jelas.

negara di tangannya secara
pribadi melalui’ sistem Neo
Patrimonial (Harold Grouch;

Memerangi KKN adalah
seperti perang pada umum-
1968). Akibat negatif pemu- nya, dimana untuk dapat
satan kekuasaan tersebut memenangkan perang-harus
menjadikan lembaga-lembaga mengetahui'lawan, termasuk
lain tidak dapat berfungsi/ kelemahannya, kekuatannya;
sebagaimana mestinya. posisinya, penyebarannya
Suprastruktur politik nasional: dan‘lain-lain.

pada masa pemerintahan ' Setelah mengetahui berbagai
ORBA tidak dapat berfungsi . hal tentang lawan, maka
untuk mendukung pemberan-. disiapkan strategi yang paling
tasan KKN. Misalnya, dalam tepat untuk memenangkan
peradilan yang semestinya. perang tersebut. Selama ini,
kekuasaan tertinggi ada pada strategiyang diterapkan dalam
MA, ternyata pada tingkat pemberantasan KKN kurang
operasiona pelaksanaan berhasil seperti yang di-
tugas para Hakim masih dapat  harapkan karena : a) Upaya
diintervensi oleh “pejabat pemberantasannya Kurang
tinggi pemerintah. Contoh lain, disosialisasikan dan belum
para anggota DPR tidak melibatkan seluruh potensi
dapat memainkan peranan bangsa; b) Sasarannya-tidak

- dengan baik dalam melaksana- diprogramkan secara tepat:

kan fungsi kontrol, karena ¢)
Presiden mempunyai kekua-
saan untuk me-recall anggota
DPR apabila terlalu aktif
mengkritik pemerintah.

Pelaksanaannya tidak
terkoordinasi; serta e) Tidak
dilakukan evaluasi secara
periodik.

Aparat Pemerintahan yang
Kekuasaan Presiden Ter- Menangani Pemberantasan
lalu Dominan. KKN Lemah
Presiden Soeharto pada a) SDM
masa ORBA yang sangat

instansi  yang
menangani KKN kurang

memadai dalam kualitas
maupun Kuantitas;

b) Keterbatasan kewenangan
instansi yang bertugas
memberantas KKN;

c) Perbedaan persepsi di-
antara instansi yang ter-
kait dengan pemberanta-
san KKN;

d) Ketidak percayaan antara
instansi yang terkait dengan
pemberantasan KKN;

e) Aparat pengawasan be-
lum efektif dalam men-
dukung penanggulangan
KKN; dan

f) Penerapan Waskat masih
kurang-efektif

Peraturan perundang-
undangan Tentang Pem-
berantasan KKN Kurang
Dihayati oleh Aparatur Pe-
merintah dan Masyarakat

a) Kurang sosialisasi; dan

b) Terlalu menitik beratkan
pada sangsi administratif
dan Kurang menerapkan
sanksi pidana yang tegas.

Kekuatan Anti KKN Dalam
Masyarakat belum cukup

a) Nilai Anti KKN di Mas-
yarakat Belum Terbentuk
Secara Konkrit.

b) Kurang Tersedia Saluran
Informasi Yang Efektif Bagi

Masyarakat Untuk Men-
yampaikan Kasus KKN.

c) Kurangnya Perlindungan
Bagi Pemberi Informasi
KKN dan Sanksi Bagi Pem-
beri Informasi Yang Ber-
sifat Fitnah.



Pengaruh KKN Dalam
Kehidupan Nasional.

Berbagai pengaruh KKN
dapat tergambar dalam ber-
bagai aspek kehidupan nasio-
nal yaitu di bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan
. | sebagai berikut:

Ideologi.

Sebenarnya tidak -ada
kaitan langsung antara ideo-
logi Pancasila dengan pet-
buatan KKN. Tetapi apabila
perbuatan KKN terus me-
rajalela dan tidak segera
| diberantas, maka bukan tidak
| mungkin keadaan demikian
| akan mempengaruhi keles-
| tarian Pancasila, karena mas-
yarakat akan menganggap
bahwa nilai-nilai Pancasila
tidak memadai  sebagai
pedoman perilaku aparatur
negara dan masyarakat yang
mampu mencegah perbuatan
KKN oleh aparatur negara
dan '~ masyarakat. . Akibat
selanjutnya masyarakat akan
terdorong untuk mencari dasar
negara yang lain yang mereka
harapkan dapat mengeluarkan
mereka dari kondisi kehidupan
yang marak dengan KKN.

Politik.

Apabila praktik-praktik KKN
tidak dapat ditanggulangi
secara tuntas yang pada
umumnya dilakukan oleh
oknum-oknum pejabat, maka
kewibawaan pemerintah akan
semakin merosot, yang pada
gilirannya akan menimbulkan
krisis kewibawaan peme-
| rintah. Apabila timbul krisis

kewibawaan pemerintah maka
pembangunan nasional untuk
meningkatkan kesejahteraan
rakyat tidak dapat dilaksana-
kan dengan baik. Selanjutnya,
kegagalan pembangunan
nasional akan menimbulkan
krisis politik yang mendorong
masyarakat daerah makin me-
ragukan kemampuan wadah
NKRI untuk memperjuangkan
nasib mereka. Gejala ini pada
akhirnya-mendorong terjadi-
nya disintegrasi bangsa.

Ekonomi.

Perbuatan KKN  secara
langsung akan menggerogoti
anggaran pemerintah dan
menimbulkan kerugian bagi
perekonomian-masyarakat.
Perbuatan KKN selama 32
tahun ORBA sudah terbukti
menimbulkan krisis ekonomi
menggagalkan pembangunan
dan.menyebabkan berkurang-
nya pendapatan nasional dan
pendapatan per kapita
masyarakat.

Sosial Budaya.

Praktik-praktik KKN . yang
telah membudaya di Indo-
nesia merusak moral dan
etika bangsa. Di samping itu,
menyebabkan penegakan
hukum menjadi lemah dan

kelemahan-penegakan-hukum

tersebut menguntungkan
pihak-pihak tertentu.

Hankam.

Kurangnya dana pemba-
ngunan akibat perbuatan KKN
tersebut akan berakibat ter-
batasnya sumber dana pem-
bangunan bidang hankam.

Satu hal yang sangat serit
akibat perbuatan KKN adalzs
gangguan keamanan da
rasa aman masyarakat yar
tidak dapat dinilai hany
dengan materi.

Kondisi Kepemerintaha
Yang Diharapkan.

Kondisi kepemerintahan yar
diharapkan oleh bangsa Indt
nesia adalah kepemerintahe
yang bersih dan bebas da
KKN yang menggunakan nile
nilai Pancasila sebagai lai
dasan konstitusional, mor
dan etika dalam berpiki
bersikap dan bertindak.
Beberapa konsepsi tentar
kepemerintahan yang ba
dapat dikemukakan sebag
berikut;

Menurut UNDP (Governanc
Policy Paper (1994), kep:
merintahan yang baik atz
yang diharapkan memili
ciri-ciri sebagai berikut:

1) Partisipasi (participation);

2) Akuntabilitas (Account:
bility); dan

3) Transparansi (Tran:
parency);

4) Penegakan Hukum (Ru
of Law);

§) Tanggung jawab (Respo
siveness);

6) Orientasi Konsensus (Co
sensus Orientation);

7) Pemerataan (Equity);

8) Efisiensi dan Efektivitz
(Efficiency and Effectiv
ness);

9) Visi Strategis (Strateg
Vision).

Selanjutnya, menurut Peng
dilan Tata Usaha Nega
(PTUN), kepemerintahan yai



diharapkan adalah kepeme

rintahan yang menerapkan

azas-azas umum penye-
lenggaraan negara sebagai
berikut:

1) Azas Kepastian Hukum,
yakni azas dalam negara
hukum yang mengutama-
kan landasan peraturan
perundang-undangan,
kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.

2) Azas Tertib Penyeleng-
garaan Negara, yakni azas
yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian,

dan keseimbangan dalam

pengendalian Penyeleng-
gara Negara.

3) Azas Kepentingan Umum,
yakni azas-yang men-
dahulukan kesejahteraan
umum dengah cara yang
aspiratif, akomodatif, dan
selektif.

1) Azas Keterbukaan, yakni
azas yang'membuka diri
terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh infor-
masi yang benar, jujur,
dan tidak' diskriminatif
tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap mem-
perhatikan perlindungan
atas hak asasi . pribadi,

golongan dan rahasia
negara.
5) Azas Proporsionalitas,

yakni azas yang meng-

utamakan keahlian'yang
berlandaskan kode etik
dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
yang berlaku.

6) Azas Akuntabilitas, yakni
azas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara

harus .dapat dipertang-
gung jawabkan kepada
masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedau-
latan tertinggi negara se-
suai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan\y g berlaku.
Kepemerintahan yai harap-
kan di Indonesia, menurut
Prof. Kuntjoro Purbopranoto
yany dikutip DR. Paulus
Efendie Lotulung, S.H. adalah
kepemerintahan yang melak-
sanakan azas - azas sebagai
berikut :

1) Azas kepastian hukum
(Principle of legal secu-
rity);

2) Azas keseimbangan (Prin-
ciple roportionality):

3)/Azas Kesamaan' Dalam
Pengambilan Keputusan
(Principle of equality);

4) Azas 'bertindak ' cermat
(Principle of carefulness);

5) Azas motivasi (Principle
of motivation); 4

6) Azas | jangan. mencam-
purkan kewenangan (Prin-
ciple of non misuse of tom
petence);

7) Azas permainan yang layak
(Principle of fair play);

8) Azas keadilan atau ke-
wajaran (Principle of rea-
sonableness);

9)-Azas menanggapi harapan

- yang wajar (Principle of

meeting ‘raised aspec-
tation);

10) Azas meniadakan akibat-

akibat suatu keputusan

yang batal (Principle of

undoing the consequen-
ces of an annulled);

Azas perlindungan atas
pandangan hidup (cara
hidup) pribadi (Principle

11)

of protecting the personal
way of life);

12) Azas kebijaksanaan
(Sapientia); dan

13) Azas penyelenggaraan
kepentingan umum (Prin-
ciple of public service).

Kebijaksanaan dan Strategi
Mewujudkan Kepemerintah-
an Yang Baik (Good Go-
vernance)

Kebijaksanaan

Selama lebih kurang 32
tahun pemerintahan ORBA
dibawah ‘kepemimpinan Pre-
siden Soeharto, penyeleng-
garaan.pemerintahan cen-
derung bersifat otoriter dan
sentralistis. yang dalam
istilah " Dwight King dalam
Anderson & Kahin, 1992
menyebut ORBA sebagai;
bureaucratic authoritarian with
limited pluralism, dengan
mempraktikkan sistem mono-
poli dan KKN secara me-
nyolok. Diakui bahwa akibat
kondisi. kehidupan mas-
yarakat ‘dii masa era ORLA
yang cukup. prihatin, maka
rakyat‘memberikan dukungan
yang kuat terhadap pemerin-
tahan ~ORBA ‘karena pe-
merintah ORBA mencanang-
kan pembangunan dengan
titik berat pada bidang eko-
-nomi-sebagai-jawabanatas
berbagai kegagalan pem-
bangunan yang dilaksana-
kan oleh pemerintahan ORLA
pimpinan Presiden Soekarno.
Suka atau tidak suka harus
diakui bahwa pemerintah
ORBA telah berhasil melak-
sanakan pembangunan di
bidang ekonomi dengan indi-
kator antara lain meningkat-
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nya pendapatan perkapita
masyarakat Indonesia dari
lebih kurang US$ 200 pada
tahun 1966 menjadi lebih
kurang US$ 1.200 pada,tahun
1997 sebelum dilanda krisis
ekonomi yang parah pada
pertengahan tahun.,1997.
Namun: keberhasilan pem-
bangunan di bidang ekenomi
tersebut, tidak diimbangi de-
ngan keberhasilan pemba-
ngunan di bidang-bidang lain
seperti politik, hukum, dan
sosial-budaya.

Sekalipun sistem peme-
rintahan yang dilaksanakan
oleh ORBA itu_cenderung
otoriter dan sentralistis serta
mempraktikkan sistem“mo-
nopoli dan KKN, namun peme-

pakar dan ilmuwan dari ber-
bagai perguruan tinggi, baik
dalam.maupun-luar negeri.
Para pakar dalam negeri ter-
lalu’hati-hati dalam mengang-
kat masalah /ini'secara tran-
sparan ke permukaan, bahkan
ada pakar yang sempat men-
dapat ancaman dari ‘adik
kandung Presiden Soeharto
(Probosutedjo), karena menulis
hubungan. bisnis keluarga
Soeharto (Dr. Yahya Muhaimin
dari-Universtas Gadjah Mada).
Mereka lebih banyak membi-
carakan kelemahan.sistem
pemerintahan Indonesia di
mimbar akademik dan forum
seminair.

Berdasarkan pengalaman
dalam-penyelenggaraan pe-

rintah ORBA sering berlin-
dung dibalik ketentuan per-
aturan perundang-undangan
yang sengaja dikeluarkan
sebagai payung dalam bentuk
Undang-undang, KEPPRES
dan INPRES.

Sejak tahun 1980-an,
fenomena ini sebenarnya
sudah diidentifikasi oleh para

merintahan di masa ORBA,
beberapa indikasi kebijak-
sanaan yang bersifat otoriter
tersebut dapat dikemukakan
antara lain seperti; Presiden
mempunyai wewenang yang
sangat besar melebihi lem-
baga tinggi negara yang ada
di luar Presiden: monopoli
perdagangan cengkeh melalui

Soeharto; lembaga
perwakilan rakyal
(DPR dan MPR)
dibuat tak berdaye
dengan menyatukar
kepemimpinannye
pada satu badan,
DPRD dijadikan
partner dari Kepale
Daerah sebaga
unsur Pemerintal
Daerah berdasar:
kan UU No. 5 Tahur,
1974 tentang Pokok
pokok Peme;
rintahan Di Daerat
suel e iSnig g4
pengawasar
terhadap Pemerintah Daerat
sangat. lemah; penentuar
pejabat-pejabat pemerintat
yang strategis termasuk BUMN
secara langsung dikendalikar
Presiden dengan menerapkar
pola Patron-Client Relationshif
(Max Weber, 1968); pemi
lihan. Kepala Daerah pads
umumnya sarat dengan reka
yasa Pemerintah Pusat me
lalui penerapan budaya restt
dari-Pusat.

Kebijaksanaan tersebut d
atas/pada dasarnya meru
pakan indikator kegagalar
manajemen penyelenggaraar
sistem pemerintahan yanc
berdampak negatif dalan
rangka mewujudkan kepe
merintahan-baik, dan-diat
pihak telah mengakibatkari
rentannya tingkat Ketahanas
Nasional di segenap aspel
kehidupan nasional.

Untuk memulihkan tingka
Ketahanan Nasional yan
mantap di segenap aspe
kehidupan nasional dan te:
wujudnya kepemerintahai
yang baik. periu dilakukan ke



bijaksanaan penataan dan
pemberdayaan sistem peme-
rintahan Indonesia yang
sesuai dengan nilai-nilai
dasar Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945.

KEBIJAKSANAAN
I

PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN
SISTEM
PEMERINTAHAN
NEGARA

Di samping itu, guna‘men-
dukung kebijaksanaan' ter-
sebut serta untuk menghin-
darkan KKN, perlu dipadukan
dengan kebijaksanaan mem-
berantas KKN dalam bentuk
komitmen/ politik (political
will) nasionalsuntuk mem-
berantas KKN.

Dengan demikian, untuk
mewujudkan.kepemerintah-
an yang baik dan mampu
menghindarkan KKN, maka
alternatif kehijaksanaan se-
kaligus strategi yang perlu
dilaksanakan ‘adalah;

1) Penataan dan pember-
dayaan sistem pemerin-
tahan negara Indonesia
melalui strategi Aktualisasi,
Revitalisasi, Restrukturi=
sasi dan Refungsionali-

Pemerintahan; dan

2) Komitmen politik nasional
untuk memberantas KKN
yang mencakup; komitmen
politik resmi, komitmen
politik rakyat secara kon-
krit, dan komitmen politik
Lembaga Tinggi Negara
secara konkrit melalui
strategi Preventif, Detektif

dan Represif.

Kedua kebijaksanaan ter-
sebut pada dasarnya saling
mendukung seperti terlihat
dalam gambar berikut ini :

NANGCE) KKN

Saling Melindungi
Kebijaksanaan penataan dan
pemberdayaan sistem peme-
rintahan negara diharapkan
mampu mewujudkan kepe-
merintahan, yang baik, dan
melaldi”terwujudnya. kepe-
merintahaniyang baik 'di-
harapkan praktik-praktik. KKN
dapat dihindari. Sebaliknya
keberhasilan' pembearantasan

KKN'juga akan. mempercepat

terwujudnya. kepemerintahan
yang baik.

Strategi
Sistem

Aktualisasi
Pemerintahan.

Pengertian aktualisasidisini
adalahperwujudan konsepsi
(gagasan) menjadi kenyataan
konkrit atau“mewujudkan

sepsi yang sudah ada dengan
penyesuaian pada situasi dan
kondisi yang berbeda. Dalam
kaitannya dengan sistem
pemerintahan, perlu dilakukan
aktualisasi terhadap sistem
atau subsistem dari sistem
pemerintahan, sehingga dapat
berfungsi sebagaimana yang
diharapkan atau berfungsi

dengan benar sesuai dengan
maksud pembentukan sistem
atau sub sistem tersebut dalam
rangka mencapai tujuan
nasional.

KEBIJAKSANAAN
!

KEPEMERINTAHAN MENGHINDARKAN KOMITMEN
YANG BAIK KKN DAN POLITIK NASIONAL
(GOOD GOVER- PEMBERANTASAN BERANTAS KKN

Untuk melihat dan menemukan
sistem dan sub sistem mana
dari sistem pemerintahan
yang harus diaktualisasi, maka
perlu . diidentifikasi isyu-isyu
apa saja.dari sistem peme-
rintahan atau sub sistem pe-
merintahan_.yang banyak
mendapat perhatian dari
masyarakat untuk dilakukan
aktualisasi.
Berdasarkan.pengamatan pe-
nulis selama ini, dikaitkan
dengan tuntutan yang muncul
di masyarakat dalam era
reformasi terhadap kebijak-
sanaan ORBA, berikut ini
diidentifikasi beberapa. isyu
aktual yang sangat menonjol
dalam kaitannya dengan pe-
nyelenggaraan sistem peme-
rintahan, antara lain sebagai
berikut:

. sasi- Lembaga-lembaga - kembali {reaktuahsasi) kep— — —

1) Pemerintahan yang
demokratis;

2) Kekuasaan Presiden yang
cenderung absolut.

3) Pemilu yang langsung,
umum, bebas dan rahasia,
jujur dan adil, serta peru-
bahan terhadap sistem
Pemilu.

4) Penyelenggaraan otonomi



yang luas, yang akan lebih
memberdayakan daerah
dalam mengurus rumah
tangganya sendiri dan
mengatasi kekecewaan
daerah atas “mismanage-
ment” pemerintah pusat
dalam hubungannya de-
ngan daerah selama ini
yang lebih mengedepankan
kebijaksanaan yang sen-
tralistik.

5) Pembatasan masa jabatan
Presiden sehingga peme-
rintahan tidak cenderung
vested interest.

6) Pemilihan -Presiden, di-
lakukan secara lansung
oleh’ rakyat yang mem-
punyai hak pilih.

7) Pemberdayaan DPR dan
DPRD.

8) Pelayanan
yang lebih baik.

9) Penghapusan lembaga re-
calling terhadap anggota
DPR dan DPRD melalui
perubahan terhadap UU
No. 2 Tahun 1985.

10) Kebebasan pers yang

bertanggung jawab.

11) KKN dalam lembaga-

lembaga pemerintahan.

12) Perimbangan keuangan

antara Pusat dan Daerah.

13) Kesenjangan pembangu-

nan antar daerah.

14) Kepala Daerah Propinsi,

Kabupaten dan Kota, tidak
dropping dari-pemerintah
Pusat.

15) Penegakkan hukum.

16) Pengusutan KKN ter-
hadap mantan Presiden
Soeharto, keluarga dan
kroninya.

17) Pengungkapan secara
transparan kasus Bank
Bali.

18) Penyelesaian secara

pemerintah.

tuntas masalah Timor
Timur yang dimenang-
kan oleh pro-kemerde-
kaan tanpa merugikan
kepentingan jangka pan-
jang bangsa Indonesia,
baik di forum regional
maupun internasional.

Pelanggaran HAM di Aceh
dan kerusuhan di Maluku.

19)

Pada dasarnya keadaan
tersebut-menuntut dilaku-
kannya aktualisasi terhadap
sistem 'pemerintahan atau
sub sistem pemerintahan yang
berkaitan dengan isyu-isyu
tersebut di atas. Dapat
dikatakan bahwa aktualisasi
terhadap berbagai isyu di atas
pada hakekatnya tidak lepas
dari-upaya untuk mengak-
tualkan sistem pemerintahan
berdasarkan Pancasila yang
sesuai dengan tuntutan rakyat
yang muncul di era reformasi,
sehingga isyu-isyu tersebut
dapat diatasi dan diselesaikan
sesuai keinginan rakyat.

Revitalisasi Sistem
Pemerintahan

Revitalisasi adalah tindakan
untuk memberdayakan lem-
baga yang ada agar dapat
melaksanakan tugasnya se-
cara optimal, melalui penam-
bahan kapasitas, kewenangan
dan memperbaharui serta

menambah instrumen pendu-

kungnya. Dalam kaitannya
dengan sistem pemerin-
tahan maka revitalisasi
dimaksudkan sebagai pem-
berian tambahan daya kepada
berbagai institusi pemerin-
tahan agar fungsi perencanaan,
pelaksanaan dan pengawa-
san dapat terlaksana secara
optimal. Hal ini berkenaan

dengan perumusan kemba
berbagai uraian tugas da
tanggung jawab, penambaha
kewenangan, peningkata’
alokasi anggaran serta penc
gantian berbagai instrume
pendukung institusi peme
rintahan.

Sehubungan dengan uraian ¢
atas, maka di dalam sister,
pemerintahan baik di puse
maupun di daerah perlu d
lakukan revitalisasi terhada
berbagai institusi pemerir
tahan agar institusi-institus
dimaksud dapat melaksane
kan fungsinya secara lebi
prima sesuai tugas pokok da
fungsinya berdasarkan pei
aturan perundang-undanga
yang berlaku.

Restrukturisasi Sister
Pemerintahan.

Restrukturisasi adalah tir
dakan untuk memperbaiki da
merubah’ struktur lembag
yang dianggap sudah mul:
ketinggalan zaman karen
tidak mampu lagi untuk men
hadapi tantangan visi, mi:
dan strategi lembaga dalai
mengemban misi sesu:
tantangan zaman agar dipe
oleh efisiensi dan efektivite
yang lebih optimal. Restrul
turisasi dilakukan denga
sasaran pada efisiensi k¢
lembagaan, penajaman arz
kebijaksanaan, serta melaki
kan reorientasi pada priorit
kerja agar dapat secara bene
cepat dan tepat mengata
masalah-masalah yan
sedang dihadapi. Bertolak d:
pengertian tersebut, mal
perlu dilakukan pengkajiz
ulang terhadap berbag
lembaga Pemerintah di Pus



dan Daerah sehingga diper-
oleh masukan tentang struk-
tur kelembagaan pemerin-
tahan yang ideal baik di ting-
kat pusat maupun di tingkat
daerah (mulai dari lembaga
kepresidenan ke bawah).

Refungsionalisasi Sistem
Pemerintahan.

Refungsionalisasi berkenaan
dengan upaya untuk men-
jalankan fungsi-fungsi lem-
baga pemerintahan secara
optimal dalam mendukung
suksesnya pelaksanaan se-
tiap kebijaksanaan/yang «di-
tetapkan, antara lain'menem-
patkan orang-orang «yang
tepat dan profesional untuk
menduduki jabatan strategis
dalam pemerintahan.

Apabila suatu lembaga kurang
mampu mengemban tugas-
nya dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan,
maka perlu dilakukan refung-
sionalisasi ‘terhadap fungsi
dan tugas lembaga tersebut,

Pidato Presiden terpilih Abdurahman Wahid sesaat seteiah
terpifih sebagai Fresiden RI ke-4 di hadapan Sidang Umum
MPR (Dok.BB).

demi pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan melalui pe-
ningkatan profesionalisme dari
orang-orang yang ada dalam
posisi strategis serta me-
rumuskan kembali fungsi lem-
baga dimaksud aparat penga-
wasan dan menetapkan ke-
bijaksanaan yang tepat dan
benar untuk menjawab per-
masalahan yang dihadapi
masyarakat dan meningkat-
kan pelayanan_ terhadap
masyarakat.

Pemberantasan KKN
Preventif

1) Melakukan pendekatan
sosial budaya yang ber-
tujuan menanamkan nilai-
nilai_anti KKN. dalam. mas-
yarakat, sehingga terjadi-
nya KKN/dapat ditangkal
sedini mungkin.

2) Melakukan sosialisasi sege-
nap. produk hukum yang
berkaitan dengan. pem-
berantasan KKN terutama
UU- No. 28 tahun 1999

tentang Pemberantasan
KKN dan UU No. 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi, baik di lingkungan
aparat penyelenggara ne
gara maupun masyarakat;

3) Meningkatkan kesejah-
teraan aparatur pemerintah
baik dalam bentuk materiil
maupun non materiil.

4) Melakukan pembangunan
hukum nasional dalam
rangka terwujudnya kepe-
merintahan yang baik
untuk menghindarkan KKN

5) Meningkatkan kualitas pe-
ngawasan oleh aparat
pengawas fungsional ter-
masuk DPR dan DPRD,
serta kontroi sosial yang
dilakukan oleh masyarakat
terhadap kegiatan penye-
lenggaraan pemerintah
baik langsung maupun
media masa

6) Meningkatkan penegakkan
hukum yang tegas terhadap
pelaku KKN guna tercipta-
nya kepastian hukum se-
cara konsisten dan berke-

adilan serta dapat

diterima masyarakat;

7) Memperkuat

posisi dan peran
Lembaga Tinggi
Negara serta
jajaran di
bawahnya
secara propor-
sional _dan
profesional

8) Meneliti sebab-

sebab KKN se-
cara terus me-
nerus dan di-
antisipasi
solusinya.

9) Melakukan

pembangunan
kode etik apa-



ratur pemetah baik di tingkat
pusat maupun daerah, dan
aparatur pemerintah harus
mampu memberikan kete-
ladanan yang positif dan
bermoral dalam sikap dan
perilakunya;

10) Melakukan kampanye
untuk menciptakan nilai
moral anti KKN secara
nasional;
Penyempurnaan mana-
jemen SDM termasuk
peningkatan kualitas dan
peningkatan gaji pegawai
negeri;
Memantapkan” aspek pe-
rencanaan strategis se-
cara lebih proporsional
dan lapgran. “Anhti Korupsi
akuntabilitas ™~ seluruh
strata pemerintahan:

Meningkatkan kualitas pe-

nerapan/sistem pengen-

dalian manajemen peme-
rintahan;

Meningkatkan Kkualijtas

pelayanan kepada mas-

yarakat.

Pemberantasan \KKN

Detektif.

1) Memperbaiki sistem.dan
tindak lanjut atas penga-
duan dari,masyarakat;

2) Memberlakukan kewajiban

1)

12)

13)

14)

kepada seluruh strata
penyelenggara » negara
dan masyarakat untuk

melaporkan setiap temuan
kegiatan penyelenggaraan
negara yang dinilai berbau
KKN;

3) Melaporkan kekayaan pri-

kan kegi'atan yang dinilai
mengandung unsur KKN

Pemberantasan KKN
Hepresﬁ

1) Membentuk Badan Anti
Korupsi Nasional

2) Melakukan penyelidikan,
penuntutan, peradilan, peng-
hukuman terhadap para
pelaku KKN secara tegas
dan konsisten;

3) Menentukan jenis-jenis
atau-kelompok-kelompok
KKN yang. diprioritaskan
untuk diberantas;

4) Memberlakukan konsep
pembuktianterbalik:

5) Meneliti dan mengevaluasi

proses penanganan per-
kara KKN dalam sistem
peradilan pidana secara
terus-menerus;

6) Memberlakukan sistem
pemantauan proses pe-
nanganan tindak pidana
perbuatan "KKN' secara
terpadu;

7). Mempublikasikan kasus-
Kasus tindak perbuatan
KKN yang disertai analisis
faktanya; dan .

8).Mengatur.kembali hubu-
ngan-dan-standar kerja
antara-tugas-Penyidik Tin-
dak Perbuatan KKN dengan
Penyidik Umum, PPNS,
dan Penuntut Umum:

Penutup

Dalam upaya mendukung
kebijaksanaan dan strategi

yang baik di Indonesia;
Untuk itu upaya mewujud|
kan kepemerintahan yang
baik merupakan prasyara
bagi berhasilnya pem)
berantasan KKN.

b. Pengaruh lingkungan stra
tegis global, regional dar
nasional memberikan kon|
tribusi yang menentukar
bagi munculnya peluang
dan kendala dalam rangks
mewujudkan kepemerin,
tahan yang baik untuk meng
hindarkan KKN.

c. Kebijaksanaan yang palin¢
tepat dalam rangka me
wujudkan kepemerintahar
yang baik adalah penataar
dan pemberdayaan sisten
pemerintahan negara de
ngan strategi aktualisasi
revitalisasi, restrukturisas
dan refungsionalisasi lem
baga-lembaga pemerin
tahan. Sedangkan kebijak
sanaan untuk membe
rantas KKN adalah adany:
komitmen politik nasione
untuk memberantas KK|
dengan strategi pembe
rantasan KKN Preventif
Detektif dan Represif.

d- Perlu diberikan penghar
gaan yang layak terhada
warga masyarakat da
aparatur pemerintah yan
memberikan informasi da
mencegah terjadinya KKN.

e. Terhadap aparatur peme
rintah dan masyarakat yan
terbukti melakukan KKI

——Supaya-diberi-sanksi-yan-

badi para pemegang jaba-
tan dan fungsi publik;

4) Meningkatkan partisipasi
Indonesia pada gerakan
anti KKN di masyarakat
internasional: dan

5) Meningkatkan kemam-
puan aparat pengawasan
dalam mendeteksi tinda-

mewujudkan kepemerintah-

an yang baik sebagaimana

yang dikemukakan di atas,
hal-hal strategis yang harus
diperhatikan antara lain:

a. Salah satu penyebab utama
berkembangnya praktik
KKN adalah belum ter-
wujudnya kepemerintahan

tegas sesuai peratura
perundang-undangan yan
berlaku tanpa pengecualia

f. Pola pembuktian terbali
dan adanya dewan ju
dalam persidangan per
kara KKN, supaya dipet
timbangkan untuk dilak
sanakan.

Drs. S. Situmorang, Msi. Direktur Otonomi Daerah Depdagri, Alumnus KRA XXXII Lemhannas



"~ Info PAN (P;éhdié&gguﬁaan AparatiuriNé?géiriér), Tahurili Viokrtober 1996.
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